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ABSTRAK 

Echo Syahputra 

Panjaitan, (2024)     : 

Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta 

Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan 

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menangah Atas, Dan Sekolah Menengah 

Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar 

Timur) 

 

Pendidikan yang ada di kabupaten Kampar saat ini masih adanya 

kesenjangan dalam proses penerimaan peserta didik baru, dimana penerimaan 

peserta didik baru masih terjadi adanya ketidakjujuran dalam proses penerimaan 

peserta didik baru tersebut, seperti adanya titipan dari orang dalam dan mengubah 

/manipulasi alamat tersebut, sehingga tentunya menjadi ketidakadilan dalam 

proses penerimaan peserta didik baru. Maka persoalan ini tentu menjadi 

ketidaksesuaian dengan Pelaksanaan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah 

Kejuruan, yang dimana Permendikbud ini dalam Pasal. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui hak atas pendidikan bagi peserta didik baru dan upaya Dinas 

Pendidikan dalam sistem pendidikan berdasarkan permendikbud nomor 1 tahun 

2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah 

kejuruan (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Kampar Timur) 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Kampar 

Timur. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi pada 

PPDB yang seharusnya diharapkan mampu mendorong transparansi dalam 

penerimaan murid baru, namun hampir tiap tahun menuai protes. Dimana 

kebijakan sistem zonasi ini masih ada kekurangan dalam beberapa aspek, yang 

mengakibatkan masyarakat menolak dan memprotes kebijakan tersebut karena di 

nilai merugikan mereka, satu permasalahan terdapat di Desa Birandang. Adapun 

kesimpulan dari penelitian ini yaitu hak atas Pendidikan bagi peserta didik baru 

berdasarkan peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang dijalankan oleh 

SMAN 1 Kampar Timur belum sepenuhnya terimplementasikan dengan maksimal 

dengan permasalahan kelebihan dan kekurangan dari sistem zonasi pada PPDB 

peserta didik baru yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Kampar. Adapun 

upaya Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait sistem zonasi dalam implementasi 

peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yaitu dengan penandatangan fakta 

integritas oleh peserta didik baru kemudian melakukan pengawasan yang 

dilakukan oleh penyelenggara pendidikan itu sendiri. 

Kata kunci :  Pendidikan, Sistem Zonasi, Hak Atas Pendidikan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab terpenting Negara 

sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan. Seperti yg tertuang di dalam 

Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 “bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak 

untuk mendapat pendidikan”. 1  Pendidikan memiliki peran strategis dalam 

pembangunan bangsa dan merupakan sarana untuk merealisasikan hak asasi 

manusia. Pendidikan juga merupakan investasi dalam masa depan bangsa. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara. Dalam pasal 

12 menjelaskan bahwa “setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak 

mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya”.2 

Pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan diatur oleh undang-

undang, seperti tujuan/sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola 

pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum dan peralatan/fasilitas yg 

merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri dan peran aktif pemerintah 

                                                 
1 Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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daerah dalam implementasi pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan wajib yang 

menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan 

urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi: Penyelenggaraan pendidikan 

dan Penanggulangan masalah sosial.3 

Masalah penting dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurangnya 

pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara. Di indonesia, masih 

sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap 

daerah salah satunya dalam kebijakan yang telah diatur dalam Permendikbud 

Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman 

Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah 

Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Maka dalam Permendikbud Nomor 

44 Tahun 2019 mengatur bagaimana penerimaan peserta didik baru yang 

dimana pendaftaran yang dilakukan dapat dilaksanakan melalui jalur sebagai 

berikut: 

1. Zonasi 

2. Afirmasi 

3. Perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau 

4. Prestasi.4 

 

Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling 

sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah. Jalur afirmasi 

sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima 

belas persen) dari daya tampung Sekolah. Jalur perpindahan tugas orang 

                                                 
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
4  Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 



3 

 

 

 

tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% 

(lima persen) dari daya tampung Sekolah. Dalam hal masih terdapat sisa 

kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah 

dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d. 

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang 

diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-

masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili 

pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta 

didik yang akan diterima. 

Program zonasi ini dirasa lebih memeratakan pendidikan antara 

perkotaan dan pedesaan. Selama ini, sistem cluster yang telah dijalankan di 

Indonesia membuat sekolah menjadi terkotak-kotak karena adanya kelompok 

atau cluster mulai dari sekolah yang berpredikat baik hingga rendah. Program 

zonasi inilah yang akhirnya menggantikan sistem cluster yang tujuannya 

memeratakan kualitas pendidikan baik di daerah kota maupun desa. Sekolah 

yang berlabel favorit tidak boleh lagi mengadakan tes pada proses 

penerimaan calon peserta didik baru, baik itu tes membaca, menulis, maupun 

berhitung.  Hal tersebut sudah dilarang dan tercantum pada Permendikbud 

Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman 

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang 

Sederajat, bahwa seleksi calon peserta didik baru kelas satu sekolah dasar 

tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah yang 
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notabenenya menjadi Impian para orang tua siswa untuk menyekolahkan 

anaknya di tempat yang favorit tidak dapat lagi menolak siswa yang dianggap 

memiliki kemampuan yang kurang. Sesungguhnya pembelajaran adalah 

menciptakan siswa yang belum berkemampuan menjadi dapat melakukan 

sesuatu atau mampu menyerap pembelajaran yang dilakukan di sekolah.5 

Jika pendidikan dengan perbuatan mendidik didalamnya dipahami 

sebagai memanusiakan manusia muda, maka jelas bahwa yang dimaksud 

sebagai manusia muda adalah siswa. Siswa dipahami sebagai manusia muda 

yang sedang tumbuh menuju kedewasaan. Dalam batas tertentu para siswa 

mesti dipahami sebagai pribadi yang juga memiliki kehendak, keinginan, cita-

cita dan kemampuan untuk mengambil manfaat dari setiap proses 

pendidikan.6 

Adapun bentuk gambaran mengenai sistem zonasi ini, memaparkan 

terkait kelebihan dan kekurangan dari sistem zonasi tersebut. Kelebihan dari 

sistem zonasi pendidikan ini adalah bagi anak yang keluarganya kurang 

mampu dapat bersekolah di sekitar rumah, sehingga tidak perlu lagi 

memikirkan biaya transportasi dan pemerataan pendidikan disetiap daerah. 

Sedangkan Kekurangan dari sistem zonasi pendidikan ini yaitu adanya 

kewajiban sekolah untuk menerima 90% calon siswa yang tinggal di lokasi 

dekat sekolah. 

                                                 
5  Dwi Priyanto dan Ulpah Maspupah, Sistem Zonasai:Dampak Kualitas Input Bagi 

Madrasah Ibtidaiyah, (Dukuwaluh:CV Rizquna, 2020), h.11. 
6 Paul Suparno, Rohandi, Reformasi pendidikan: sebuah rekomendasi, (Yogyakarta: 

Kanisius Yogyakarta, 2002), h. 66 
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Pendidikan yang ada di kabupaten Kampar saat ini masih adanya 

kesenjangan dalam proses penerimaan peserta didik baru, hal ini dapat 

penulis ketahui berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Salah satu Guru 

di SMA Negeri 1 Kampar pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024, 

mengatakan bahwasannya dalam system zonasi ini khususnya di SMA 1 

Kampar dibangun dan diperuntukkan untuk Masyarakat desa pulau rambai 

hal ini telah di sepakati dan didasari oleh aturan dari desa maupun sekolah, 

namun dalam proses penerimaan peserta didik baru masih terjadi adanya 

ketidakjujuran dalam proses penerimaan peserta didik baru tersebut, seperti 

adanya titipan dari orang dalam dan mengubah / manipulasi alamat tersebut, 

sehingga tentunya menjadi ketidakadilan dalam proses penerimaan peserta 

didik baru. 

Maka persoalan ini tentu menjadi ketidaksesuaian dengan pelaksanaan 

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 

Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang dimana 

Permendikbud ini dalam Pasal 2 menyebutkan bahwasannya PPDB 

diberlakukan berdasarkan objektif, transparan, dan akuntabel, dan hal ini 

semakin memperjelas bahwa pendidikan di Indonesia masih terjadi 

ketimpangan terhadap penerimaan para siswa peserta didik baru untuk 

menempuh pendidikan di sekolah yang dia inginkan/ minati. 

Artinya dalam penerapannya masih banyak siswa yang diluar 

merasakan bahwasannya dalam penerimaam peserta didik baru masih 
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terdapat celah bagi siswa titipan untuk bisa masuk ke sekolah favorit tanpa 

berbekal prestasi akademik dan non akademik  

Oleh karena itu, sangat menjadi perhatian khusus terhadap pemerintah 

terlebih yang bertanggung jawab atas hal ini yaitu Dinas Pendidikan untuk 

dapat sekiranya mengupayakan dalam pelaksanaan hak yang semestinya 

didapatkan dalam pendidikan terhadap peserta didik baru untuk mendapatkan 

sekolah yang sekiranya siswa tersebut minati, sehingga berdasarkan 

permasalahan tersebut, peneliti menganggap bahwasannya Permendikbud 

Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman 

Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang dimana 

Permendikbud ini dalam Pasal 2 menyebutkan bahwasannya PPDB 

diberlakukan berdasarkan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, 

dan berkeadilan, masih belum berjalan dengan efektif. 

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan merumuskan judul penelitian 

“PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK 

BARU DALAM SISTEM PENDIDIKAN BERDASARKAN 

PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG 

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-

KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, 

SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH 

KEJURUAN (STUDI KASUS DI SMAN 1 KAMPAR TIMUR)” 
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B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditemukan dan 

mengingat ruang lingkup yang cukup luas, agar penelitian ini dapat dilakukan 

lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang 

permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis 

membatasi masalah yang berkaitan dengan “Pelaksanaan Hak Atas 

Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan” dimana hak 

tersebut wajib diberikan untuk peserta didik baru seperti apa yang telah 

tertuang dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang 

dimana Permendikbud ini dalam Pasal 2 menyebutkan bahwasannya PPDB 

diberlakukan berdasarkan objektif, transparan, dan akuntabel, namun hal ini 

masih adanya ketimpangan dalam penerimaan peserta didik baru di SMAN 1 

Kampar Timur. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang ada, maka permasalahan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru 

Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 

2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan 
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Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar 

Timur)? 

2. Apa Upaya Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Mengenai 

Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem 

Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah 

Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur)? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a) Tujuan 

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan 

penelitian ini adalah: 

1) Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Atas 

Pendidikan Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah 

Menengah Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur) 

2) Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau mengenai Pelaksanaan  Hak Atas Pendidikan 

Bagi Peserta Didik Baru Dalam Sistem Pendidikan Berdasarkan 

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta 

Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 
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Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah 

Kejuruan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kampar Timur). 

b) Manfaat 

1) Secara Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan masukan 

serta kepustaan untuk penelitian lanjutan terkait dengan tema dan topik 

dalam penelitian ini. 

2) Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengaplikasian 

berbagai ilmu pengetahuan yang telah di pelajari. Untuk memenuhi 

tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan Gelar 

Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini di harapkan agar sekolah lebih memperhatikan 

hak peserta didik baru untuk mendapatkan pendidikan sesuai 

dengan minat, bakat, dan kemampuan dari peserta didik baru. 

c. Bagi Peserta Didik Baru 

Hasil dari penelitian ini dapat mewujudkan hak dari peserta didik 

baru dalam mendapatkan pendidikan terutama dalam hal 

minat,bakat dan kemampuannya. 
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3) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada akademis untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum tata 

negara.        

4) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi dinas pendidikan 

provinsi riau untuk dapat memenuhi hak-hak dari peserta didik baru.



 

 

 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu proses yang melingkupi tiga dimensi, individu, 

masyarakat atau kelompok nasional dan semua kandungan realitas, baik fisik 

maupun spiritual yang memaminkan peran dalam menentukan sifat, takdir, 

bentuk manusia ataupun masyarakat. Pendidikan juga merupakan aktivitas 

yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diarahkan untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki manusia atau masyarakat dengan 

sepenuhnya.7 

Dalam Bab ini I Pasal 1 Undang-Undang SISDIKNAS Nomor. 20 

Tahun 2003 disebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah 

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Berangkat dari bunyi pasal ini dapat 

diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas 

struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama 

menuju kepada tercapainya tujuan. Adapun komponen-komponen dalam 

pendidikan nasional antara lain adalah lingkungan, sarana-prasarana, 

sumberdaya, dan masyarakat. Komponen-komponen tersebut bekerja secara 

                                                 
7 Nurkholis, “Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi”, Jurnal Kependidikan, 

STAIN Purwokerto, Vol. 1, Nomor 1 November 2013, h. 24. 
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bersama-sama, saling terkait dan mendukung dalam mencapai tujuan 

Pendidikan.8 

2. Fungsi Pendidikan 

Peranan pendidikan dalam hidup dan kehidupan manusia, terlebih 

dalam zaman modern sekarang ini yang di kenal dengan abad cyhemetica, 

pendidikan di akui sebagai satu kekuatan yang menentukan prestasi dan 

produktivitas di bidang yang lain. Karena, menurut Theodore Brameld bahwa 

Education as power means competent and strong enough to enable us, the 

majority of people, to decide what kind of a world we want and how to 

achieve that kind world. (Pendidikan sebagai kekuatan berarti mempunyai 

kewenangan yang cukup kuat bagi kita, bagi rakyat banyak untuk 

menentukan suatu dunia bagaimana yang kita inginkan dan bagaimana 

mencapai dunia semacam itu. Tidak ada satu fungsi dan jabatan di dalam 

masyarakat tanpa melalui proses pendidikan). 

Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan 

masyarakat tetap ada dan berkembang. Di dalam masyarakat yang kompleks, 

fungsi pendidikan mengalami proses spesialisasi dan melembaga dengan 

pendidikan formal, yang senantiasa tetap berhubungan dengan proses 

pendidikan informal di luar sekolah. Pendidikan melaksanakan fungsi seluruh 

aspek kebutuhan hidup untuk mewujudkan potensi manusia sebagai 

aktualisas. Sehingga, mampu menjawab tantangan dan memecahkan masalah-

                                                 
8 Munirah, “Sistem Pendidikan di Indonesia”, Jurnal Auladuna, Vol. 2 No.2, (2015), 

h.234 
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masalah yang dihadapi oleh umat manusia dalam dinamika hidup dan 

perubahan yang terjadi pada masa-masa yang akan datang.9 

3. Tujuan Pendidikan 

Tujuan umum merupakan tujuan yang menjiwai pekerjaan pendidik 

dalam segala waktu dan keadaan, tujuan umum ini di rumuskan dengan 

memperhatikan hakikat kemanusiaan yang universal. Sedangkan Tujuan 

khusus yaitu merupakan pengkhususan dari tujuan umum seperti salah satu 

contoh yaitu terdapatnya individual anak didik, perbedaan yang berhubungan 

dengan pandangan atau falsafat hidup suatu bangsa. Tujuan pendidikan 

sifatnya adalah normatif dengan kata lain tujuan pendidikan adalah norma 

sedangkan asal norma adalah garapan filsafat khususnya filsafat tentang 

hakikat manusia dalam kedudukannya di dunia. Dengan segenap kebutuhan 

dan harapannya baik yang menyangkut harapan duniawi maupun ukahrowi. 

Jadi tujuan pendidikan selalu mencakup norma sekaligus juga merupakan 

masalah filsafat atau filosofis baik pribadi manusia maupun negara.10 

B. Sistem Zonasi 

1. Pengertialn Zonalsi 

Sistem zonalsi merupalkaln sistem untuk membalngun proses penerimalaln 

siswal balru sesuali dengaln daleralh di malnal siswal tinggall. Dallalm Peralturaln 

Kementerialn Pendidikaln daln Kebudalyalaln Nomor 14 Talhun 2018 ditujukaln 

untuk memeraltalkaln semual sekolalh. 

                                                 
9 Muhammad Anwar, Filsafat Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2017), h.117 
10 Abdul Aziz Hasibuan, Landasan Pendidikan, (Pamulang: Haja Mandiri, 2018), h.33 
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Sistem zonalsi merupalkaln sistem yalng diberlalkukaln dengaln penentualn 

zonal oleh pemerintalh daleralh malsing-malsing yalng waljib menerimal callon 

pesertal didik ya lng berdomisili paldal raldius zonal terdekalt dalri sekolalh dengaln 

persentalse tertentu dalri totall jumlalh pesertal didik yalng diterimal. Raldius zonal 

terdekalt ditetalpkaln oleh pemerintalh daleralh sesuali dengaln kondisi daleralh 

malsing-malsing.11 

Diteralpkalnnya l sistem zonalsi aldallalh untuk menghalpuskaln iistilalh 

isekolalh lfalvorit daln lsekolalh lunggulaln ya lng dihalralpkaln mutul setialpl 

sekolalhl bisall terlihaltl tidalk halnyal di sekolalh falvorit yalng cenderung 

memiliki siswal yalng berprestalsii dalripaldal sekolalh sekolalh ya lng bialsal. sistem 

zonalsi bertujualn untuk menghalpuskaln predikaltt sekolalh falvorit selalin itu 

belialu jugal memalpalrkaln balhwal PPDB sebelumnya l menggunalkaln nilali ujialn 

ya lng cenderung halnya l menerimal siswal dengaln nilali ya lng tinggi.12 

2. Permalsallalhaln Paldal Kebijalkaln Sistem Zonalsi 

Persepsi kontral ya lng berkembalng yalitu menurut sebalgialn malsya lralkalt 

sistem zonalsi justru membualt kuallitals pendidikaln semalkin menurun daln 

melalnggalr halk alnalk untuk menempuh pendidikaln dimalnal saljal. Selalin itu 

malsyalralkalt mengalnggalp balnya lk guru yalng halrus menyesualikaln dengaln 

pesertal didik ya lng memiliki kemalpualn beralnekal ralgalm. Zonalsi jugal dialnggalp 

dalpalt memaltikaln cital-cital dalri pesertal didik, jikal dulu pesertal didik yalng 

memiliki tekald belaljalr dengaln raljin algalr diterimal disekolalh unggulaln kini 

halralpaln tersebut halrus di hilalngkaln, kalrenal dengaln aldalnya l sistem zonalsi 

                                                 
11 Hendrawansyah dan Zamroni, “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan 

Siswa Baru Sekolah Menengah Atas”, Jurnal Kependidikan, Vol. 4 No.1, (2020), h.72 
12  Vika Ardianti dan Achmad Supriyanto, “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada 

Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama”, Jurnal 

Administrasi Pendidikan, Vol. 18 No.2, (2021), h.193 
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sudalh tidalk aldal istilalh sekolalh unggulaln malupun tidalk. Dengaln aldalnyal 

sistem zonalsi pesertal didik alkaln meralsal tidalk aldal talntalngaln dallalm belaljalr 

kalrenal sudalh meralsal cukup dengaln alpal yalng didalpalt. Selalin itu motivalsi 

belaljalr jugal dalpalt hilalng kalrenal pesertal didik tidalk mendalpaltkaln sekolalh 

ya lng diinginkaln sehinggal semalngalt dallalm menempuh pendidikaln tidalk 

malksimall.13 

Dengaln aldalnya l zonalsi dalpalt menyebalbkaln callon pesertal didik yalng 

bernilali tinggi tidalk dalpalt diterimal di sekolalh ya lng diinginkaln kalrenal 

berdomisili jaluh dalri sekolalh tersebut. Callon pesertal didik meralsal kesulitaln 

untuk malsuk ke sekolalh terbalik kalrenal beraldal di zonal yalng berbedal yalng 

paldalt populalsinyal, sehinggal terpalksal mendalftalr ke sekolalh di zonal 

terdekaltnyal yalng mutunya l kuralng balik. Seballiknyal, balnyalk sekolalh falvorit 

ya lng beraldal di lokalsi tidalk paldalt penduduk, sehinggal tidalk dalpalt memenuhi 

kuotal. Di sisi lalin, sekolalh ya lng mengutalmalkaln nilali jugal mendalpalt protes 

dalri malsyalralkalt sekitalr yalng alnalknya l tersisihkaln kalrenal tidalk dalpalt bersaling 

dengaln callon pesertal didik yalng nilalinya l lebih tinggi. 

3. Dalmpalk Positif daln Negaltif Sistem Zonalsi 

Dalmpalk positif yalng dilihalt dalri peneralpaln sistem zonalsi aldallalh 

berkalitaln dengaln tujualn dalri kebijalkaln ini yalitu untuk pemeraltalaln pendidikaln 

paldal setialp sekolalh. Dalmpalk positif yalng kedual, dilihalt dalri peneralpaln 

sistem zonalsi aldallalh berkalitaln dengaln tujualn dalri kebijalkaln ini yalitu untuk 

                                                 
13 Zelmi Kaffa, Sentot Setia Budi dan Nurhizrah Gistituati, “Kebijakan Penerapan Sistem 

Zonasi”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5 No.1, (2021), h.5 
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menghilalngkaln diskriminalsi sekolalh, sehinggal tidalk aldal perbedalaln alntalra l 

sekolalh falvorit daln sekolalh bialsal.14 

Aldalpun dalmpalk negaltf ya lng diralsalkaln malsyalralkalt dialntalralnya l: (1) 

diralsal kuralng aldil balgi siswal yalng memiliki prestalsi kalrenal alkaln lebih sulit 

dalpalt malsuk di sekolalh ya lng dicital-citalkaln; (2) dalya l jualng siswal menurun 

kalrenal untuk malsuk sekolalh falvorit tidalk perlu nilali balgus; (3) halrgal rumalh 

disekitalr sekolalh menjaldi jaluh lebih malhall, daln balnya lk oralng memburu 

rumalh dekalt dengaln sekolalh falvorit; (4) aldalnyal malnipulalsi tempalt tinggall 

oleh oknum walli siswal algalr alnalknyal dalpalt sekolalh di sekolalh falvorit; (5) 

belum di imbalngi dengaln pemeraltalaln jumlalh sekolalh negeri daln falsilitals 

pendidikaln ya lng memaldali sehinggal memunculkaln blalnk spot di beberalpal 

wilalya lh kecalmaltaln, (6) konsep sekolalh falvorit daln non falvorit tidalk hilalng 

dalri palndalngaln malsyalralkalt terbukti balnyalk kalsus perubalhaln daln malnipulalsi 

KK (kalrtu Kelualrgal) (7) konsep peneralpaln sistem zonalsi ya lng kuralng jelals, 

sehinggal aldal beberalpal walli murid ya lng mengeluhkaln jalralk ke sekolalh malsih 

jaluh meskipun melalui jallur zonalsi paldalhall aldal sekolalh ya lng lebih dekalt; (8) 

Diralsal menghilalngkaln halk alnalk untuk memilih sekolalh ya lng di inginkaln 

terbukti dalri aldalnya l lalporaln beberalpal walli murid ke KPAlI (Komisi 

Perlindungaln Alnalk Indonesial).15 

Sedalngkaln Balgi Guru dengaln aldalnya l zonalsi ini mengalkibaltkaln guru 

alkaln mengallalmi kebingungaln dallalm mengaljalr , hall ini terutalmal terjaldi paldal 

guru yalng mengaljalr di sekolalh falvorit , guru tersebut alwallnya l beraldal di zonal 

                                                 
 14 Asri Ulfah, dkk, “Efektifitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem 

Online”, Jurnal Pendidikan, (2016), h.8 
15 Dany Miftahul Ula dan Irvan Lestari, “Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah 

Pertama”, Jurnal Riset dan Konseptual, Vol. 5 No. 1, (2020), h. 14 
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nyalmaln kalrenal terbialsal mengaljalr pesertal didik ya lng sudalh unggul dallalm 

bidalng alkaldemik daln non-alkaldemik , setelalh kebijalkaln balru di teralpkaln guru 

tersebut halrus bekerjal ekstral kualt untuk beraldalptalsi dengaln pesertal didik 

ya lng memiliki kemalmpualn yalng berbedal-bedal sehinggal guru halrus 

mempunyali kialt daln straltegi mengaljalr yalng tepalt ditinjalu dalri kalralkteristik 

pesertal didik ya lng berbedal-bedal. Peneralpaln zonalsi jugal berdalmpalk paldal 

motivalsi belaljalr alnalk , pesertal didik alkaln kehilalngaln motivalsinya l daln dalya l 

salingnyal untuk meralih nilali yalng malksimall kalrenal ial talhu balhwal balgus altalu 

tidalk nilalinya l ial alkaln tetalp di terimal disekolalh ya lng aldal di dekalt lokalsi 

domisilinyal sehinggal callon pesertal didik alkaln bersalntali-salntali dallalm belaljalr 

daln kuralng aldal semalngalt untuk menjaldi yalng terbalik dialntalral 

temalntemalnnyal.16 

C. Pesertal Didik  

1. Pengertialn Pesertal Didik 

Menurut Undalng-Undalng Nomor 20 Talhun 2003, pesertal didik aldallalh 

alnggotal malsya lralkalt ya lng berusalhal mengembalngkaln potensi diri melallui 

proses pembelaljalraln yalng tersedial paldal jallur, jenjalng, daln jenis pendidikaln 

tertentu. Pesertal didik sebalgali oralng ya lng terdalftalr daln belaljalr di sualtu 

lembalgal pendidikaln tertentu , altalu oralng yalng belum dewalsal daln memiliki 

sejumlalh potensi dalsalr yalng malsih perlu dikembalngkaln.17 

Dallalm pengertialn ini pesertal didik bisal dikaltalkaln sebalgali malnusial yalng 

memiliki potensi yalng bersifalt terselubung sehinggal di butuhkaln bimbingaln 

                                                 
16 Riski Tri Widyastuti, “Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah 

dan Peserta Didik”, Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi, Vol. 7 No. 1, (2020), h. 16 
17 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h.119. 
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untuk mengalktuallisalsikalnnyal algalr ial menjaldi malnusial susilal yalng bercalkalp. 

Dallalm pengertialn perspektif psikologis pesertal didik aldallalh individu yalng 

sedalng beraldal dallalm proses pertumbuhaln daln perkembalngaln optimall balik 

fisik altalupun psikis menurut fitralhnyal malsing malsing. Sebalgali individu yalng 

tengalh tumbuh daln berkembalng ial memerlukaln bimbingaln daln pengalralhaln 

ya lng konsisten menuju ke alralh titik optimall dallalm kemalmpualn fitralhnya l.18  

Aldalpun ciri-ciri pesertal didik iallalh: (al) kelemalhaln daln ketalk 

berdalyalalnnyal; (b) berkemalualn kerals untuk berkembalng; daln (c) ingin 

menjaldi diri sendiri. Sedalngkaln kriterial pesertal didik iallalh: (al) pesertal didik 

bukalnlalh minialtur oralng dewalsal tetalpi memiliki dunialnya l sendiri; (b) pesertal 

didik memiliki periodalsi perkembalngaln daln pertumbuhaln; (c) pesertal didik 

aldallalh malkhluk Alllalh ya lng memiliki perbedalaln individu balik disebalbkaln 

oleh falktor balwalaln malupun lingkungaln dimalnal ial beraldal; (d) pesertal didik 

merupalkaln dual unsur utalmal jalsmalni daln rohalni, unsur jalsmalni memiliki dalya l 

fisik, daln unsur rohalni memiliki dalya l alkall halti nuralni daln nalfsu; daln (e) 

pesertal didik aldallalh malnusial yalng memiliki potensi altalu fitralh yalng dalpalt 

dikembalngkaln daln berkembalng secalral dinalmis, Didallalm proses pendidikaln 

seoralng pesertal didik yalng berpotensi aldallalh objek altalu tujualn dalri sebualh 

sistem pendidikaln yalng secalral lalngsung berperaln sebalgali subjek altalu 

individu yalng perlu mendalpalt pengalkualn dalri lingkungaln sesuali dengaln 

keberaldalaln individu itu sendiri. Sehinggal dengaln pengalkualn tersebut seoralng 

pesertal didik alkaln mengenall lingkungaln daln malmpu berkembalng daln 

                                                 
18 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 

2009), h39. 
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membentuk kepribaldialn sesuali dengaln lingkungaln yalng dipilihnyal daln 

malmpu mempertalnggung jalwalbkaln perbualtalnnya l paldal lingkungaln tersebut.19 

2. Halkikalt Pesertal Didik 

 Pesertal didik merupalkaln oralng yalng belum dewalsal daln memiliki 

sejumlalh potensi dalsalr (fitralh) yalng perlu dikembalngkaln. Pesertal didik 

merupalkaln “Ralw Malteriall” (Balhaln Mentalh) dallalm proses tralnsformalsi daln 

internallisalsi, menepalti posisi yalng salngalt penting untuk melihalt 

signifikalsinyal dallalm menemukaln keberhalsilaln sebualh proses. Pesertal didik 

aldallalh malkhluk individu yalng mempunya li kepribaldialn dengaln ciri-ciri ya lng 

khals yalng sesuali dengaln pertumbuhaln daln perkembalngalnnyal. Pertumbuhaln 

daln perkembalngaln pesertal didik dipengalruhi oleh lingkungaln dimalnal ial 

beraldal. Pesertal didik aldallalh alnggotal malsya lralkalt ya lng berusalhal 

mengembalngkaln potensi diri melallui proses pembelaljalraln ya lng tersedial paldal 

jallur, jenjalng daln jenis pendidikaln tertentu.  

Pesertal didik sebalgali komponen ya lng tidalk dalpalt terlepals dalri sistem 

pendidikaln sehinggal dalpalt dikaltalkaln balhwal pesertal didik merupalkaln obyek 

pendidikaln tersebut. Dallalm palraldigmal pendidikaln Islalm, pesertal didik 

merupalkaln oralng yalng belum dewalsal daln memiliki sejumlalh potensi 

(kemalmpualn) dalsalr ya lng malsih perlu dikembalngkaln. Jaldi secalral sederhalnal 

pesertal didik dalpalt didefinisikaln sebalgali alnalk ya lng belum memiliki 

kedewalsalaln daln memerlukaln oralng lalin untuk mendidiknyal sehinggal 

menjaldi individu yalng dewalsal, memiliki jiwal spirituall, alktifitals daln 

krealtifitals sendiri. Dengaln demikialn pesertal didik aldallalh individu ya lng 

                                                 
19 Musaddad Harahap, “Esensi Peserta Didik Dalam Prspektif Pendidikan Islam”, Jurnal 

Al-Thariqah, Vol. 1 No. 2, (2016), h. 144 
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memiliki potensi untuk berkembalng, daln merekal berusalhal mengembalngkaln 

potensinyal itu melallui proses pendidikaln paldal jallur daln jenis pendidikaln 

tertentu.20 

3. Halk Altals Pendidikaln Terhaldalp Pesertal Didik 

Pemenuhaln halk pendidikaln jugal dinyaltalkaln dallalm UU Nomor 39 

Talhun 1999 tentalng Halk Alsalsi Malnusial. Palsall 12 menyebutkaln balhwal: 

“Setialp oralng berhalk alta ls perlindungaln balgi pengembalngaln 

priba ldinyal, untuk memperoleh pendidikaln, mencerdalska ln dirinyal, daln 

meningkaltkaln kuallitals hidupnyal algalr menjaldi malnusial yalng berimaln, 

berta lqwal, bertalnggungjalwalb, beralkhlalk mulial, balhalgia l, daln sejalhteral 

sesua li dengaln halk alsalsi malnusial”.  

 

Pendidikaln merupalkaln sallalh saltu halk alsalsi malnusial ya lng merupalkaln 

balgialn dalri halk ekonomi, sosiall daln budalya l altalu halk Ekosob. Rumusaln 

pendidikaln sebalgali balgialn dalri halk alsalsi malnusial terlihalt jelals paldal Palsall 26 

Deklalralsi Halk Alsalsi Malnusial yalng menyaltalkaln:  

“Setialp oralng berhalk altals pendidikaln. Pendidikaln halrus bebals bialyal, 

setidalknyal paldal tingkalt dalsalr daln tingkalt rendalh. Pendidikaln dalsalr 

halrus bersifalt waljib. Pendidikaln teknik daln profesi halrus tersedial 

secalral umum daln pendidika ln yalng lebih tinggi halrus salmal-salmal 

dima lsuki semual oralng berdalsa lrkaln kemalmpualn”.  

 

Lebih lalnjut rumusaln deklalralsi HAlM tersebut dallalm konstutIsi paldal 

balgialn pembukalaln sebalgali upalyal mencerdalskaln kehidupaln balngsal daln 

dirinsi lebih lalnjut dallalm Palsall 31 UUD 1945 yalng telalh dialmalndemen, yalng 

menya ltalkaln balhwal:  

1) Setialp walrgal Negalral berhalk mendalpalt pendidikaln.  

2) Setialp walrgal Negalral waljib mengikuti pendidikaln dalsalr daln pemerintalh 

waljib membialya linyal. 

                                                 
20 M. Ramli, “Hakikat Pendidik Dan Peserta Didik”, Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Vol. 5 

No. 1, (2015), h. 67 
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3) Pemerintalh mengusalhalkaln daln menyelenggalralkaln saltu system pendidikaln 

nalsionall yalng meningkaltkaln keimalnaln daln ketalkwalaln sertal alkhlalk mulia l 

dallalm ralngkal mencerdalskaln kehidupaln balngsal yalng dialtur dengaln 

undalng-undalng.  

4) Negalral memprioritalskaln alnggalraln pendidikaln sekuralngkuralngnyal 20% 

dalri alnggalraln pendalpaltaln daln belalnjal Negalral sertal dalri alnggalraln 

pendalpaltaln daln belalnjal 11 daleralh untuk memenuhi kebutuhaln 

penyelenggalralaln pendidikaln nalsionall.  

5) Pendidikaln memaljukaln ilmu pengetalhualn daln teknologi dengaln 

menjunjung tinggi nilali-nilali algalmal daln persaltualn balngsal untuk kemaljualn 

peraldalbaln sertal kesejalhteralaln umalt malnusial 

Menurut Malnfred Nowalk halk altals pendidikaln merupalkaln balgialn 

penting dalri halk alsalsi malnusial (HAlM). Malrshalll menegalskaln halk altals 

pendidikaln aldallalh halk sosiall yalng sejalti balgi walrgal negalral, sebalb tujualn 

pendidikaln aldallalh meralncalng malsal depaln. Halk altals pendidikaln sudalh 

menjaldi halk hukum (legall rights) kalrenal sudalh dialtur dallalm hukum positif. 

Oleh kalrenal itu, Malrshalll menyebut halk ini sebalgali positive rights, dimalnal 

waljib aldal ikhtialr dalri negalral untuk memenuhi daln melindungi halk 

pendidikaln balgi setialp walrgal negalral. 21 

D. Kebijalkaln 

1. Pengertialn Kebijalkaln 

                                                 
 21 Firdaus, “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Bagi Komunitas Adat Terpencil di 

Ptovinsi Nusa Tenggara Timur”. Jurnal HAM, Vol.3 No.2, (2013), h.16 
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Kebijalkaln (policy) aldallalh sebualh instrumen pemerintalhaln, bukaln saljal 

dallalm alrti governmence ya lng halnyal menyalngkut alpalraltur negalral, melalinkaln 

pulal governmence yalng menyentuh pengelolalaln sumberdalya l publik. 

Kebijalkaln paldal intinyal merupalkaln keputusalnkeputusaln altalu pilihaln-pilihaln 

tindalkaln secalral tidalk lalngsung mengaltur pengelolalaln daln pendistribusialn 

sumberdalyal allalm, finalnsiall daln malnusial demi kepentingaln publik, yalkni 

ralkyalt balnya lk. Kebijalkaln merupalkaln halsil dalri aldalnyal sinergi, kompromi 

altalu balhkaln kompetisi alntalral berbalgali galgalsaln, teori, ideologi daln 

kepentingaln-kepentingaln yalng mewalkili sistem politik sualtu negalral.22 

2. Proses Kebijalkaln 

Kebijalkaln publik sebalgalimalnal telalh digalmbalrkaln, tidalk begitu saljal 

lalhir, nalmun melallui proses altalu talhalpaln yalng cukup palnjalng. 

Menurut Thomals R. Dye proses kebijalkaln publik meliputi beberalpal hall 

berikut. 

a. Identifikalsi malsallalh kebijalkaln (identificaltion of policy problem)  

Identifikalsi malsallalh kebijalkaln dalpalt dilalkukaln melallui 

identifikalsi alpal ya lng menjaldi tuntutaln (demalnds) altals tindalkaln 

pemerintalh. 

b. Penyusunaln algendal (algendal setting) 

Penyusunaln algendal (algendal setting) merupalkaln alktivitals 

memfokuskaln perhaltialn paldal pejalbalt publik daln medial malsal altals 

keputusaln alpal yalng alkaln di putuskaln terhaldalp malsallalh publik 

tertentu. 

                                                 
22 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

h. 3. 
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c. Perumusaln kebijalkaln (policy formulaltion) 

Perumusaln (formulaltion) merupalkaln talhalpaln pengusulaln 

rumusaln kebijalkaln melallui inisialsi daln penyusunaln usulaln 

kebijalkaln melallui orgalnisalsi perencalnalaln kebijalkaln, kelompok 

kepentingaln, birokralsi pemerintalh, presiden, daln lembalgal 

legislaltif. 

d. Pengesalhaln kebijalkaln (legitimalting of policies) 

Pengesalhaln kebijalkaln melallui tindalkaln publik oleh palrtali 

politik, kelompok penekaln, presiden, daln kongres. 

e. Implementalsi kebijalkaln (policy implementaltion) 

Implementalsi kebijalkaln dilalkukaln melallui birokralsi, alnggalraln 

publik, daln alktivitals algen eksekutif yalng terorgalnisalsi. 

f. Evallualsi kebijalkaln (policy evallualtion) 

Evallualsi kebijalkaln dilalkukaln oleh lembalgal pemerintalh sendiri, 

konsultaln di lualr pemerintalh, pers, daln malsya lralkalt (publik). 

Proses kebijalkaln sebalgalimalnal telalh dikemukalkaln sebelumnya l 

merupalkaln alktivitals yalng berkalitaln dengaln sebalgimalnal (al) malsallalh 

dirumuskaln, (b) algendal kebijalkaln ditentukaln, (c) kebijalkaln dirumuskaln, (d) 

keputusaln kebijalkaln dialmbil, (e) kebijalkaln dilalksalnalkaln, (f) Kebijalkaln 

dievallualsi.23 

E. PPDB (Penerimalaln Pesertal Didik Balru) dengaln Sistem Zonalsi 

1. Pengertialn PPDB (Penerimalaln Pesertal Didik Balru) 

                                                 
23 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), h.9 
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PPDB merupalkaln sualtu proses yalng bialsalnya l beraldal di sebualh sekolalh 

ya lng digunalkaln untuk menyeleksi callon siswal sesuali dengaln indikaltor yalng 

sudalh di tentukaln oleh sekolalh tersebut untuk menjaldi alnggotal dallalm sekolalh 

tersebut. Penerimalaln pesertal didik balru paldal dalsalrnyal untuk memperlalncalr 

daln mempermudalh dallalm proses pendalftalraln siswal-siswi balru, pendaltalaln daln 

pembalgialn kelals seoralng siswal-siswi. Sehinggal dalpalt terorgalnisir, teraltur 

dengaln cepalt daln tepalt dengaln beberalpal persya lraltaln yalng telalh ditentukaln 

oleh sekolalh. Proses penerimalaln pesertal didik balru balru merupalkaln sallalh 

saltu kewaljibaln pihalk sekolalh daln Dinals Pendidikaln setialp talhun aljalraln balru. 

Dallalm Permendikbud Nomor 51 Talhun 2018 tentalng Penerimalaln 

Pesertal Didik Balru paldal Talmaln Kalnalk-Kalnalk, Sekolalh Dalsalr, Sekolalh 

Menengalh Pertalmal, Sekolalh Menengalh Altals, daln Sekolalh Menengalh 

Kejurualn dijelalskaln balhwal penerimalaln pesertal didik balru, ya lng selalnjutnya l 

disingkalt (PPDB), aldallalh penerimalaln pesertal didik balru paldal TK daln 

Sekolalh.7 PPDB ini merupalkaln proses seleksi alkaldemis callon siswal paldal 

jenjalng tertentu dengaln alturaln yalng telalh ditentukaln. Tialp-tialp tingkaltaln 

sekolalh memiliki calral tersendiri dallalm PPDB, mulali dalri TK, SD, SMP, 

SMAl, daln SMK altalu sederaljalt. PPDB ini dilalksalnalkaln berdalsalrkaln 

nondiskriminaltif, objektif, tralnsfalraln, alkuntalbel, daln berkealdilaln. 

Nondiskriminaltif ini diperuntukkaln balgi sekolalh yalng secalral khusus 

melalya lni pesertal didik dalri kelompok gender altalu algalmal tertentu.24 

 

                                                 
24  Muammar, “Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem 

Zonasi Di Sekolah Dasar (SD) Kota Mataram, Jurnal Universitas Islam Negeri Mataram, Vol.11 

No.1, (2019), h.44 
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2. Tujualn PPDB 

Tujualn utalmal kebijalkaln PPDB Zonalsi ini aldallalh untuk menjalmin 

aldalnyal pemeraltalaln alkses daln mutu pendidikaln yalng berkealdilaln paldal setialp 

zonal/wilalyalh ya lng ditetalpkaln mendekalti tempalt tinggall pesertal didik. 

Peneralpaln zonalsi ini dimalksudkaln untuk menghilalngkaln diskriminalsi 

pendidikaln sehinggal kuallitals pendidikaln malmpu untuk disalmal raltalkaln. 

Pernya ltalaln di altals menunjukkaln balhwal progralm PPDB merupalkaln sualtu 

kegialtaln ya lng salngalt penting dimalnal dilalksalnalkaln paldal alwall sebelum proses 

pembelaljalral gunal menyeleksi callon callon pesertal didik balru sesuali dengaln 

alnallisal    kebutuhaln    sekolalh    seperti, Dalya l talmpung, salralnal daln pralsalralnal, 

jumlalh guru daln stalf.25 

3. Pelalksalnalaln PPDB 

Pelalksalnalaln PPDB berdalsalrkaln sistem zonalsi mengusung 5 prinsip, 

ya litu:  1) Non diskriminaltif alrtinya l semual walrgal negalral yalng berusial sekolalh 

berhalk mengikuti progralm pendidikaln di Indonesial talnpal membedalkaln suku, 

daleralh, algalmal, daln golongaln. Prinsip ini dikecuallikaln balgi sekolalh ya lng 

secalral khusus melalyalni pesertal didiki dalri kelompok gender altalu algalmal 

tertentu, 2) Objektif alrtinyal pelalksalnalaln PPDB halrus dilalksalnalkaln sesuali 

ketentualn dalri pemerintalh, 3) Tralnspalraln, pelalksalnalaln PPDB bersifalt 

terbukal, dalpalt diketalhui oleh malsyalralkalt, termalsuk oralng tual/walli daln callon 

pesertal didik, 4) Alkuntalbel beralrti PPDB dalpalt dipertalnggung jalwalbkaln 

                                                 
25 Chatarina Sitoresmi Triwiniastuti dan Bambang Suteng Sulasmono, “Evaluasi Program 

PPDB Berbasih Zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan”, Jurnal Menajemen Pendidikan, Vol. 7 No.1, 

(2020), h.35 
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kepaldal pemerintalh malupun malsyalralkalt balik prosedur malupun halsilnyal. 5) 

Berkealdilaln alrtinya l pelalksalnalaln PPDB halrus mengutalmalkaln kealdilaln.26 

F. Penelitialn Terdalhulu 

Talbel II.1 

Penelitialn Terdalhulu 

 

 

NO Penelitialn Salyal Penelitia ln 

Terdalhulu 

Perbedalaln Persalmalaln 

1. 

Pelaksanaan Halk 

Altals Pendidikaln 

Balgi Pesertal Didik 

Balru Dallalm Sistem 

Pendidikaln 

Berdalsalrkaln 

Permendikbud 

Nomor 1 Talhun 2021 

Tentalng Penerimalaln 

Pesertal Didik Balru 

Paldal Talmaln Kalnalk-

Kalnalk, Sekolalh 

Dalsalr, Sekolalh 

Menengalh Pertalmal, 

Sekolalh Menengalh 

Altals, Daln Sekolalh 

Menengalh Kejurualn 

(Studi Kalsus Di 

SMAl Negeri 1 

Kalmpalr Timur)

  

Allfin R.Dalutal, 

(2020) dengaln 

Judul 

“Pelalksalnalaln 

Kebijalkaln Sistem 

Zonalsi Dallalm 

Penerimalaln 

Pesertal Didik 

Balru 

Berdalsalrkaln 

Peralturaln 

Menteri 

Pendidikaln Daln 

Kebudalyalaln 

Nomor 14 Talhun 

2018 Tentalng 

Penerimalaln 

Pesertal Didik 

Balru, Sekolalh 

Dalsalr, Sekolalh 

Menengalh 

Membalhals 

balgalimalnal 

pelalksalnalaln 

kebijalkaln Sistem 

Zonalsi ya lng dallalm 

hall ini berdalsalrkaln 

Peralturaln Menteri 

Pendidikaln daln 

Kebudalyalaln 

Nomor 14 Talhun 

2018 Tentalng 

Penerimalaln Pesertal 

Didik Balru, 

Sekolalh Dalsalr, 

Sekolalh Menengalh 

Pertalmal, Sekolalh 

Menengalh Altals, 

Sekolalh Menengalh 

Kejurualn, Altalu 

Bentuk Lalin ya lng 

Sederaljalt di 

Persalmalalnnya l 

ya litu penelitialn 

nyal salmal salmal 

membalhals 

pelalksalnaan 

dallalm sistem 

zonalsi 

terhaldalp 

pesertal didik 

balru, sehinggal 

terdalpalt objek 

ya lng salmal. 

 

                                                 
26 Sheila Rohmah dan Wahyudi, “Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara”, Jurnal Of Islamic Education 

Menagement, Vol.1 No. 1, (2020), h.29 
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Pertalmal, Sekolalh 

Menengalh Altals, 

Sekolalh 

Menengalh 

Kejurualn, Altalu 

Bentuk Lalin 

Yalng Sederaljalt 

Di Sekolalh 

Menengalh 

Pertalmal Negeri 

25 Kecalmaltaln 

Malrpoyaln Dalmali 

Kotal Pekalnbalru” 

 

Sekolalh Menengalh 

Pertalmal, 

pembalhalsalnnya l 

membalhals tidalk 

terimplementalsinya l 

alturaln 

sebalgalimalnal 

alturaln tersebut 

dialtur sedalngkaln 

pembalhalsaln 

penulisaln ya lng 

penulis balwal 

balgalimalnal Halk 

Altals Pendidikaln 

balgi Pesertal didik 

balru dallalm sistem 

pendidikaln  

berdalsalrkaln 

Permendikbud 

Nomor 44 Talhun 

2019. 

 

2 

Pelaksanaan Halk 

Altals Pendidikaln 

Balgi Pesertal Didik 

Balru Dallalm Sistem 

Pendidikaln 

Berdalsalrkaln 

Permendikbud 

Nomor 1 Talhun 2021 

Tentalng Penerimalaln 

Pesertal Didik Balru 

Idris Salrdi, 

(2020)  dengaln 

Judul 

“Efektivitals 

Zonalsi Sekolalh 

Paldal Tingkalt 

Sekolalh 

Menengalh 

Pertalmal 

Berdalsalrkaln 

Penelitialn 

Terdalhulu 

membalhals 

Efektifitals zonalsi 

sekolalh paldal 

tingkalt sekolalh 

menengalh pertalmal 

berdalsalrkaln 

Permendibud 

Nomor 44 Talhun 

Persalmalalnnya l 

ya litu penelitialn 

nyal salmal salmal 

membalhals 

pelalksallaanaan 

dallalm sistem 

zonalsi 

terhaldalp 

pesertal didik 

balru, sehinggal 
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Paldal Talmaln Kalnalk-

Kalnalk, Sekolalh 

Dalsalr, Sekolalh 

Menengalh Pertalmal, 

Sekolalh Menengalh 

Altals, Daln Sekolalh 

Menengalh Kejurualn 

(Studi Kalsus Di 

SMAl Negeri 1 

Kalmpalr Timur) 

Permendikbud 

Nomor 44 Talhun 

2019 Di Smp 

Negeri 40 

Pekalnbalru 

Kecalmaltaln 

Talmpaln Kotal 

Pekalnbalru” 

 

2019 , dallalm hall 

ini permalsallalhaln 

ya lng aldal dallalm 

penelitialn 

terdalhulu iallalh 

tidalk sejallalnnyal 

alturaln hukum 

tersebut dengaln 

pelalksalnalaln yalng 

dilalkukaln oleh 

pihalk sekolalhnyal 

daln tidalk sejallaln 

dengaln 

Permendikbud 

sedalngkaln 

pembalhalsaln 

penulisaln ya lng 

penulis balwal 

balgalimalnal Halk 

Altals Pendidikaln 

balgi Pesertal didik 

balru dallalm sistem 

pendidikaln  

berdalsalrkaln 

Permendikbud 

Nomor 44 Talhun 

2019. 

terdalpalt objek 

ya lng salmal. 

 

3. 

Pelaksanaan Halk 

Altals Pendidikaln 

Balgi Pesertal Didik 

Balru Dallalm Sistem 

Pendidikaln 

Novrizall dengaln 

judul Kebijalkaln 

pemerintalh 

dallalm 

meneralpkaln 

Kebijalkaln sistem 

zonalsi ini aldallalh 

kebijkaln dengaln 

jalngkal walktu yalng 

palnjalng malkal 

Persalmalalnnya l 

ya litu penelitialn 

nyal salmal salmal 

membalhals 

pelalksalnaan 
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Berdalsalrkaln 

Permendikbud 

Nomor 1 Talhun 2021 

Tentalng Penerimalaln 

Pesertal Didik Balru 

Paldal Talmaln Kalnalk-

Kalnalk, Sekolalh 

Dalsalr, Sekolalh 

Menengalh Pertalmal, 

Sekolalh Menengalh 

Altals, Daln Sekolalh 

Menengalh Kejurualn 

(Studi Kalsus Di 

SMAl Negeri 1 

Kalmpalr Timur) 

sistem zonalsi 

sekolalh. 

kedepalnya l tidalk 

alkaln aldal lalgi 

sebutaln sekolalh 

falvorit daln tidalk 

falvorit sedalngkaln 

pembalhalsaln 

penulisaln ya lng 

penulis balwal 

balgalimalnal Halk 

Altals Pendidikaln 

balgi Pesertal didik 

balru dallalm sistem 

pendidikaln  

berdalsalrkaln 

Permendikbud 

Nomor 44 Talhun 

2019. 

dallalm sistem 

zonalsi 

terhaldalp 

pesertal didik 

balru, sehinggal 

terdalpalt objek 

ya lng salmal. 

 

 



 

 

 

BAlB III 

METODE PENELITIAlN 

A. Jenis Penelitialn 

Penelitialn tentalng hukum sosiologi altalu penelitialn hukum empiris 

mengkalji balgalimalnal diteralpkaln paldal peristiwal hukum yalng terjaldi di 

malsyalralkalt. Halsil dalri peneralpaln hukum, jugal dikenall sebalgali pelalksalnalaln 

altalu pelalksalnalaln, dalpalt digunalkaln untuk menentukaln alpalkalh peralturaln 

perundalng-undalngaln altalu kontralk telalh dilalksalnalkaln sebalgalimalnal mestinya l 

altalu tidalk. Halsil peneralpaln hukum dalpalt dialkses untuk mendalpaltkaln 

pemalhalmaln ini. Ketentualn (normal) dilalksalnalkaln sebalgalimalnal paltutnyal 

(mestinyal) jikal halsil ya lng diinginkaln tercalpali. Jikal halsilnya l tidalk tercalpali 

altalu tidalk tercalpali sebalgalimalnal paltutnya l, beralrti ketentualn (normal) tidalk 

dilalksalnalkaln sebalgalimalnal lalyalknyal. Dengaln kaltal lalin, pelalksalnalaln ketentualn 

normaltif bertentalngaln dengaln pelalksalnalalnnyal.27 

Penelitialn Hukum sosiologis aldallalh penelitialn ya lng berhubungaln 

dengaln pertentalngaln alntalral perilalku dengaln normal hukum. Nalmal lalin dalri 

penelitialn hukum sosiologis aldallalh penelitialn hukum nondoktrinall. Disebut 

penelitialn hukum nondoktrinall, kalrenal penelitialn ini dilalkukaln altalu ditujukaln 

halnya l paldal peneralpaln daln efektif hukum. Penelitialn hukum sosiologis ini 

lebih terfokus paldal alspek sosiologis altalu pelalksalnalalnnyal, disaljikaln dallalm 

bentuk kalsus daln konfektuall.28 

                                                 
27 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: CitraAditya Bakti, 

2004), Cet. Ke-1, h.53 
28 Muhammad Darwis, Dosen Pengampuh Metode Penelitian Hukum UIN Suska Riau, 

Pekanbaru, 24 September 2022. 
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B. Pendekalta ln Penelitialn 

Pendekaltaln penelitialn yalng digunalkaln aldallalh pendekaltaln kuallitaltif. 

Pendekaltaln kuallitaltif iallalh taltal calral penelitialn yalng menggunalkaln daltal 

deskriptif. Dallalm penelitialn ini menghalsilkaln daltal ya lng dikaltalkaln oleh 

responden secalral tetulis, lisaln, malupun dengaln kebialsalaln altalu perilalku nyaltal. 

Dallalm pendekaltaln ini tidalk menggunalkaln alngkal altalupun allalt pengukur. 

Tujualn penelitialn kuallitaltif ini aldallalh untuk meningkaltkaln pemalhalmaln 

kital tentalng fenomenal sosiall daln objek penelitialn. Peneliti alkaln 

menggunalkaln metode lalnsun dallalm penelitialn merekal untuk mendalpaltkaln 

daltal yalng diperlukaln, sehinggal daltal ya lng dipresentalsikaln talmpalk allalmi. 

Dallalm metode kuallitaltif, daltal ya lng dibutuhkaln daln digunalkaln aldallalh 

informalsi ya lng tidalk dikualntifikalsi. 

C. Lokalsi Penelitialn 

Penentualn lokalsi penelitialn dimalksudkaln untuk mempermudalh daln 

mempejelals lokalsi yalng menjaldi salsalraln dallalm penelitialn. Penelitialn ini 

dilalkukaln di Dinals Pendidikaln Provinsi Rialu mengenali Halk Altals Pendidikaln 

balgi Pesertal didik balru dallalm menentukaln sistem pendidikaln berdalsalrkaln 

sistem zonalsi. 

D. Populalsi daln Salmpel 

Untuk mempermudalh proses penelitialn, populalsi didefinisikaln sebalgali 

keseluruhaln altalu himpunaln objek yalng memiliki kalralkteristik yalng salmal. 
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Balgialn dalri populalsi dalpalt digunalkaln sebalgali representalsi dalri keseluruhaln 

objek penelitialn.29 

Populalsi dallalm penelitialn ini aldallalh Kepallal Dinals Pendidikal Provinsi 

Rialu, Kepallal Sekolalh SMAlN 1 Kalmpalr Timur, sertal Siswal daln Siswi Desal 

Pulalu Biralndalng, yalng malnal palling utalmal iallalh Kepallal Dinals Pendidikaln 

Provinsi Rialu, Kepallal Sekolalh SMAlN 1 Kalmpalr Timur, sertal Siswal daln 

Siswi Desal Pulalu Biralndalng sebalnyalk 4 oralng. Teknik penalrikaln salmpel 

totall digunalkaln Ketikal jumlalh salmpel salmal dengaln populalsi. Dallalm 

Penelitialn ini, salmpel ini salmal dengaln populalsi yalng alkaln diteliti, yalng 

terdiri dalri empalt oralng. 

Talbel III.1 

Populalsi daln Salmpel 

 

No Jenis Responden Jumlalh 

Populalsi 

Jumlalh 

Salmpel 

Presentalse 

% 

1 Kepallal Dinals Pendidikaln 

Provinsi Rialu 

1 Oralng 1Oralng 100% 

2 Kepallal Sekolalh SMAlN 1 

Kalmpalr Timur 

1 Oralng 1 Oralng 100% 

3 Siswal daln Siswi Desal 

Pulalu Biralndalng 

 237 Oralng 3 Oralng 1.2% 

Sumber: Daltal Olalhaln 2024 

E. Sumber Daltal daln Balhaln Hukum Penelitialn 

Sumber daltal penelitialn ini diperoleh dalri daltal sekunder yalng 

merupalkaln daltal yalng umumnyal telalh dallalm kealdalaln sialp terbualt 

(realdymalde). Aldalpun diperinci dallalm  berbalgali malcalm tingkaltaln, yalitu: 

 

                                                 
29 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrapindo 

Persada, 2007), h.118. 
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1. Daltal Primer 

Daltal primer aldallalh daltal yalng diperoleh melallui survey lalpalngaln. 

Daltal primer diperoleh secalral lalngsung dalri sumber utalmal seperti perilalku 

walrgal malsyalralkalt yalng dilihalt melallui penelitialn. Daltal primer merupalkaln 

daltal utalmal yalng salngalt penting.30 

Daltal primer dallalm penelitialn ini yalitu daltal yalng didalpaltka ln 

peneliti dalri halsil observalsi, walwalncalral daln dokumentalsi yalng dilalkukaln 

kepaldal Kepallal Dinals Pendidikaln Provinsi Rialu, Kepallal Sekolalh SMAlN 1 

Kalmpalr Timur, Siswal daln Siswi Desal Pulalu Biralndalng. 

2. Daltal Sekunder 

Daltal sekunder yalitu daltal-daltal ya lng dikumpulkaln, diolalh daln 

disaljikaln oleh pihalk lalin. Balik malupun isi daltal sekunder telalh dibentuk 

daln diisi oleh peneliti terdalhulu sehinggal peneliti selalnjutnyal tidalk 

mempunyali pengalwalsaln terhaldalp pengumpulaln, pengelolalaln, alnallisa l 

malupun konstruksi daltal. 

Daltal sekunder merupalkaln sumber kedual ya lng merupalkaln 

pelengkalp, yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini yalng eralt kalitalnnya l 

dengaln daltal primer yalitu : 

a. Buku Hukum 

b. Jurnall Hukum 

c. Palndalngaln palral alhli hukum (doktrin) 

d. Halsil penelitialn hukum 

                                                 
30 Amiruddin dan Zaminal Asakin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82 
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e. Internet 

f. Malkallalh 

3. Daltal Tersier 

Yalitu pengumpulaln daltal melallui kaljialn buku-buku, jurnall daln 

peralturaln perundalng-undalngaln yalng berhubungaln dengaln permalsallalhaln 

ya lng diteliti. 

F. Teknik Pengumpulaln Daltal 

Metode pengumpulaln daltal dalpalt digunalkaln untuk mengumpulkaln daltal 

penelitialn daln membalndingkalnnya l dengaln stalndalr ukuraln yalng telalh 

ditentukaln.31 Untuk memperoleh daltal ya lng berkalitaln dengaln malsallalh yalng 

alkaln dibalhals dallalm penelitialn dibutuhkaln teknik pengumpulaln daltal, 

dialntalralnyal: 

a. Observalsi 

Yalitu sualtu proses melihalt, mengalmalti daln mencermalti Dallalm hall 

ini penulis melalkukaln pengalmaltaln lalngsung di lalpalngaln, untuk 

mendalpaltkaln galmbalraln secalral nyaltal balik terhaldalp subjek malupun objek 

penelitialn ya lng berhubungaln dengaln permalsallalhaln yalng diteliti. 

b. Walwalncalral 

Yalitu pengumpulaln daltal dengaln mengaljukaln pertalnya laln lalngsung 

untuk mencalpali tujualn tertentu kepaldal subjek penelitialn, ya litu Kepalla l 

Dinals Pendidikaln, Kepallal Sekolalh SMAlN 1 Kalmpalr Timur, Sertal Siswa l 

daln Siswi yalng beraldal di daleralh Desal Pulalu Biralndalng. 

                                                 
31 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram University Press, 2020), Cet. 

Ke1, h. 125) 
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c. Studi Kepustalkalaln 

Yalitu pengumpulaln daltal melallui kaljialn buku-buku, jurnall, da ln 

peralturaln perundalng-undalngaln yalng berhubungaln dengaln permalsallalhaln 

ya lng diteliti. 

G. Alnallisis Daltal 

Alnallisis daltal dallalm penelitialn kuallitaltif yalitu alpal ya lng dinyaltalkaln 

responden secalral tertulis malupun secalral lisaln dicaltalt berdalsalrkaln falktal yalng 

aldal di lalpalngaln. Talhalp ya lng selalnjutnyal aldallalh penalrikaln kesimpulaln yalng 

penulis lalkukaln secalral deduktif, yalkni menjelalskaln secalral jelals mengenali 

peneralpaln Balgalimalnal Peralturaln Permendikbud Nomor 44 Talhun 2019 

Tentalng Penerimalaln Pesertal Didik Balru Talmaln Kalnalk-kalnalk, Sekolalh Dalsalr, 

Sekolalh Menengalh Pertalmal, Sekolalh Menengalh Altals, daln Sekolalh 

Menengalh Kejurualn, ya lng dimalnal Permendikbud ini dallalm Palsall 2 

menyebutkaln balhwalsalnnya l PPDB diberlalkukaln berdalsalrkaln 

nondiskriminaltif, objektif, tralnspalraln, alkuntalbel, daln berkealdilaln, Alnallisis 

kuallitaltif mengalnallisis alpal ya lng dikaltalkaln responded secalral tertulis daln lisaln 

dengaln mempertimbalngkaln daltal ya lng aldal daln membualt kesimpulaln tentalng 

hall-hall yalng khusus daln umum.32

                                                 
32  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia 

Press, 1984), h.252. 



 

 

 

BAlB V 

PENUTUP 

A. Kesimpula ln 

Belrdalsalrkaln halsil pelnellitialn daln pelmbalhalsaln dallalm pelnellitialn malkal 

dalpalt disimpu llkaln selbalgali belrikult: 

1. Peneralpaln sistem PPDB dihalralpkaln malmpu mendorong tralnspalralnsi 

dallalm penerimalaln murid balru ya lng halmpir tialp talhun menuali protes. 

Peneralpaln sistem zonalsi paldal PPDB ya lng sehalrusnyal dihalralpkaln malmpu 

mendorong tralnspalralnsi dallalm penerimalaln murid balru, nalmun halmpir tialp 

talhun menuali protes. Dimalnal kebijalkaln sistem zonalsi ini malsih alda l 

kekuralngaln dallalm beberalpal alspek, ya lng mengalkibaltkaln malsyalralkalt 

menolalk daln memprotes kebijalkaln tersebut kalrenal di nilali merugikaln 

merekal. Malkal dalri itu mengenali Pelaksanaan halk altals Pendidikaln balgi 

pesertal didik balru berdalsalrkaln peralturaln Permendikbud Nomor 1 Talhun 

2021 Tentalng Penerimalaln Pesertal Didik Balru Paldal Talmaln Kalnalk-Kalnalk, 

Sekolalh Dalsalr, Sekolalh Menengalh Pertalmal, Sekolalh Menengalh Altals, Daln 

Sekolalh Menengalh Kejurualn ya lng dijallalnkaln oleh SMAlN 1 Kalmpalr 

Timur belum sepenuhnyal terimplementalsikaln dengaln malksimall dengaln 

permalsallalhaln yalng terjaldi dilalpalngaln ditengalh-tengalh malsya lralkalt. 

2. Aldalpun bentuk upalyal ya lng dilalkukaln oleh Dinals Pendidikaln Provinsi 

Rialu mengenali pelaksanaan halk altals pendidikaln balgi pesertal didik balru 

dallalm sistem pendidikaln berdalsalrkaln Permendikbud Nomor 1 Talhun 2021 

ya litu penalndaltalngalnaln falktal integritals yalitu balgialn dalri kontrol sosiall 
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ya lng Dimalnal dlalkukaln balgalimalnal pelalksalnalaln PPDB itu sesuali dengaln 

regulalsi ya lng aldal, gunalnya l untuk memberikaln jalminaln kepaldal alnalk untuk 

malsuk sekolalh sesuali dengaln halk nyal. Hall ini merupalkaln sudalh menjaldi 

tugals daln fungsi dalri Pemerintalh Daleralh untuk mereallisalsikaln alpal ya lng 

telalh dialtur. 

B. Salraln 

Algalr pelalksalnalaln pemenuhaln halk altals Pendidikaln balgi pesertal didik 

balru berjallaln lebih balik lalgi, penulis mempunyali beberalpal salraln : 

1. Pemerintalh waljib melalkukaln evallualsi terhaldalp implementalsi system 

zonalsi yalng sudalh berjallaln, gunal untuk mengevallualsi keberhalsilaln daln 

kenaldallal yalng dihaldalpi, selalin itu memperhaltikaln kebutuhaln daln 

kalralkteristik malsing-malsing daleralh dallalm menentukaln zonal-zona l 

Pendidikaln, algalr dalpalt memberikaln pelalyalnaln Pendidikaln yalng sesua li 

dengaln kondisi lokall. Untuk sistem zonalsi yalng sudalh diteralpkaln 

berdalsalrkaln Permendikbud Nomor 1 Talhun 2021 tentu memiliki kelebihaln 

daln kekuralngaln. 

2. Sedalngkaln untuk pihalk sekolalh tentunyal memalhalmi dengaln balik 

kebijalkaln system zonalsi ya lng berlalku di wilalyalhnyal, termalsuk prosedur 

penerimalaln siswal daln kriterial penentualn zonal-zonal Pendidikaln, selalin itu 

berkomunikalsi secalral efektif dengaln oralng tual siswal untuk menjelalskaln 

kebijalkaln system zonalsi, proses penerimalaln siswal, daln halk-halk sertal 

kewaljibaln yalng dimiliki oleh oralng tual daln siswal 
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